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ABSTRAK 

 

Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor  

SAMSAT Medan Selatan 

 

Sefti Devia 

Program Studi Akuntansi 

Email : seftidevia09@gmail.com 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pembayaran 

pajak kendaraan bermotor dan menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor 

pada SAMSAT Medan Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancatra. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan deskripsi hasil 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 

Kendaraan Bermotor berada pada nilai di atas target yang ditetapkan dalam 

anggaran di awal tahun dengan nilai realisasi mencapai target dan di atas 100%.  

Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 

melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan 

pembayaran jika tepat waktu, dan  Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada SAMSAT Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif. 

 

Kata Kunci : Efektifitas, Pajak Kendaraan Bermotor 
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ABSTRACT 

 

Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor  

SAMSAT Medan Selatan  

 

Sefti Devia 

Accounting Study Program 

Email : seftidevia09@gmail.com 

 

 

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of motor 

vehicle tax payments and to analyze motor vehicle tax receipts at SAMSAR Medan 

Selatan. Data collection techniques used in this research are documentation and 

interviews. The analytical technique used in this research is descriptive statistical 

analysis and description of interview results. The results showed that the realization 

of motor vehicle tax revenues was above the target set in the budget at the beginning 

of the year with the realization value reaching the target and above 100%. Obstacles 

that need to be considered in increasing the realization of motor vehicle tax 

revenues are by increasing taxpayer awareness to report their motorized vehicle tax 

objects, by providing payment relief if on time, and the level of effectiveness of 

motor vehicle tax receipts at the South Medan SAMSAT is in the quite effective 

category. 

 

Keywords: Effectiveness, Motor Vehicle Tax 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk negara yang 

akan digunakan untuk kepentingan pemeritah dan masyarakat umum. Pemungutan 

pajak itu sendiri dilakukan agar terpenuhi kebutuhan Negara, karna pajak 

merupakan salah satu sumber dana dalam pembangunan Negara yang dialokasikan 

untuk kepentingan umum baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  (Mardiasmo, 2011). 

 Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak terdiri dari rangkaian 

kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur penetapan 

pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran 

pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka 

diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk 

mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar 

penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari. Pembiayaan 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. 

Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya 
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otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi di mulai pada tanggal 1 januari 

2001. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin 

berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah. 

 Menurut Lembaga Pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian yaitu Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea 

Materai. Selanjutnya Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas : (a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor dan (b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. (Mardiasmo, 2011). 

 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan 

perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 

dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari 
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Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah 

diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak 

Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas 

penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan 

salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari 

berbagai sumber- sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah 

yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. 

 Peneliti melakukan penelitian pada SAMSAT Medan Selatan dikarenakan 

SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu instansi yang memiliki sumber 
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penerimaan yang besar dibandingkan dengan instansi lain, kemudian dengan 

melihat pertumbuhan sepeda motor dan tingkat peneriman pajaknya dapat diketahui 

bagaimana peluang pendapatan pajak pada instansi tersebut, Adapun pertumbuhan 

sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan Selatan sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota Medan          

(SAMSAT Medan Selatan) 

 

Sumber : BPS Sumut (2021) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke 

tahun di Kota Medan berfluktuasi, pada tahun 2018 mengalami penurunan 

pertumbuhan dari dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 

mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat 

lagi di tahun 2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang 

penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat 

besar.  

Tingkat penerimaan PKB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD). Adapun target dan realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

 

Tahun Jumlah Sepeda Motor 

2017 25.828 

2018 25.123 

2019 40.589 

2020 41.613 
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Tabel 1.2 

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak  Kendaraan      

Bermotor  PadaSAMSAT Medan Selatan 

(dalam ribuan) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah) 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwasannya di tahun 2019 dan 2020 realisasi 

anggaran tidak mencapai target yang diharapkan, kemudian terjadi penurunan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dari 210.430.323 menjadi 

hanya 200.410.200. Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor seharusnya dapat 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT 

Medan Selatan, namun pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan pajak 

malah mengalami penurunan. Dalam hal ini proses penerimaan pajak pada 

SAMSAT Medan Selatan menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan data 

jumlah kendaraan bermotor dan juga prosedur penerimaan pajak kendaraan 

bermotor. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Desak 

Widhiatuti (2016) dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian, lokasi penelitian terdahulu pada Kabupaten Polewali Mandar, 

sedangkan pada penelitian ini pada Kantor Samsat Kota Medan Selatan. Kemudian 

TAHUN TARGET REALISASI 

2017 210,464,807 230,943,225 

2018 220,357,036 232,198,416 

2019 220,357,036 210.430.323 

2020 220.357.036 200.410.200 
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model penelitian, pada penelitian terdahulu teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis dekriptif dengan menggunakan tahapan analisis laju pertumbuhan, 

efektifitas dan kontribusi, sedangkan pada penelitian ini selain menggunakan 

tahapan seperti peneliti terdahulu juga menggunakan tahapan wawancara kepada 

narasumber dari Kantor Samsat Kota Medan Selatan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terkait dengan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan, mengingat 

pertumbuhan sepeda motor yang semakin banyak di Kota Medan sehingga perlu 

dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah dengan pertumbuhan sepeda 

motor yang semakin banyak sejalan dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya 

karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintahan yang akan 

mendukung pembangunan di Kota Medan, jika hal ini tidak dapat di maksimalkan 

maka akan berdampak kepada penerimaan yang tidak meningkat dan pembangunan 

Kota Medan yang menjadi lebih lama , dengan demikian maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan sepeda motor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun 

 

b. Pada tahun 2019 dan 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor 

tidak tercapai. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian Penerimaan Pajak 

Kendaraan bermotor hanya pada PKB Kendaraan Sepeda Motor 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu : 

Bagaimanakah Efektifitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada 

Kantor SAMSAT Medan Selatan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan 

pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah : 

 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

b. Manfaat Bagi Kantor SAMSAT Medan Selatan 

 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat 

pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan pemungutan 

serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak. 
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c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya, 

 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang 

sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Uraian Teoritis 

2.1.1 Konsep Perpajakan 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Dalam suatu Negara pajak memegang peran yang sangat penting sebagai 

sumber penerimaan yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatankegiatan 

pemerintahan dan pembangunan serta alat regulasi. 

Menurut Andrian dalam sukrisno agoes dan Estralita Trisnawati (2013, 

hal 6)“ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yyang terutang 

oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tuugas 

Negara untuk menyelenggarakannya”. 

Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 “ pajak kontribusi wajib 

kepada Negara yag terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa 

berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” . 

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan 

Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai 
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pengeluaran umum. 

Menurut smeets (2004, hal 61) Pajak adalah prestasi pemerintah yang 

terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya 

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah 

membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah.Unsur- unsur pokok dalam 

defenisi pajak adalah: 

1) Iuran / pungutan 

 

2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

 

3) Pajak dapat dipaksakan 

 

4) Tidak menerima kontra prestasi 

 

5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

 

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya. 

b.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai. 

e. Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang- 

undang. 
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2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan.Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi 

sebagai : 

a) Fungsi Budgetaire (Anggaran) 

 

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas Negara 

sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran rutin negara.Contoh Dimasukkannya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negara. 

b) Fungsi Regulerend (Mengatur) 

 

Pajak adalah suatu alat untusk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya 

mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya 

yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang social dan ekonomi dalam menyelenggarakan politiknya dalam 

segala bidang. Bahkan pada negara modern fungsi mengatur justru menjadi 

tujuan politik dari pajak Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-

barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Adriani, h,187). 

2.1.1.3 Manfaat Pajak 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di 

wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang 
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dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya disarankan oleh negara namun juga 

disarankan oleh rakyat. Adapaun manfaat pajak adalah sebagai berikut; 

1) Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai 

pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk 

proyek produktif barang ekspor. 

2) Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran 

produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan 

keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan 

dan pertanian. 

3) Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif 

yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek 

rekreasi. 

Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah 

pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran 

untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim 

piatu. 

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang undang 

Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut 

maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang- 

Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus 

(pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke 
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pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan 

kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan 

tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang 

dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama- 

sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai 

masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden ( 

pemerintah) dan DPR. Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan 

adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari 

masyarakat. yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan 

sebab apabila keadaan tidak tercapai dalam pemungutan pajak, maka dapat 

menimbulkan pengaruh yang sangat negatif dalam kehidupan masyarakat. Di 

Indonesia telah di kenal tiga sistem pemunguta pajak, kewenangan dan cara 

menetapkannyapun berbeda-beda, adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, 

yaitu : 

a. Official Assessment System 

 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.cirri- 

cirinya yaitu : 

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

 

2. Wajib pajak bersifat pasif 

 

3. Hutang pajak timbul setelah di keluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 
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b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepadawajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. cirri-

cirinya yaitu: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak. 

2. wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak terutang. 

3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

c. With Holding Sistem 

 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak ini meberikan wewenang 

kepadapihak lain atau pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak, pihak ke tiga tersebut adalah pihak lain 

selain pemerintah dan wajib pajk. 

2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan 

maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan). 

 

Seperti halnya produk hukum yang lain, maka hukum pajak pun mempunyai 

tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 

Contohnya: 

 

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 
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b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak. 

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat 

ringannya pelanggaran. 

2.   Pungutan pajak Harus berdasarkan UU (Hukum yuridis)Sesuai dengan Pasal 23 

UUD 1945 yang berbunyi: 

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

UU tentang pajak yaitu: 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya. 

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum. 

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 

 

3.   pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok termasuk 

kecil dan menengah. 

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka pemungutan  pajak harus diperhitungkan. Jangan 

sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan biaya 
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pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang harus dibayarkan lebih rendah 

dibandingkan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karna itu, sistem 

pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan 

demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak 

baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu. 

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan 

dampak yang positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran 

dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, 

orang akan semakin enggan membayar pajak. 

Contoh: 

 

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif. 

 

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10% 

c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). 
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2.1.2 Pajak Daerah 

Kesit (2003) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. Mardiasmo (1992) yang dimaksud dengan pajak daerah 

pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang di tetapkan oleh 

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.  

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu 

kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada 

daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.” 

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa adalah Iuran 

wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang,yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah 

merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, 

pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain 

pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan 
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pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat. 

2.1.2.1 Pajak Daerah Dikelola Provinsi 

 

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan 

masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang tersebut 

ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari; 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok 

2.1.2.2 Pajak Daerah Dikelola Kabupaten/Kota 

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

 

1) Pajak Hotel; 

 

2) Pajak Restoran; 

 

3) Pajak Hiburan; 

2.1.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 

Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah. 
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Pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas 

bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak 

dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau 

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai: 

1) Nama, objek, dan subjek pajak 

2) Dasar pengenaan, tafif, dan cara perhitungan pajak 

3) Wilayah pemungutan; 

4) Masa pajak 

 

5) Penetapan pajak 

 

6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak; 

 

7) Kadaluwarsa penagihan pajak; 

 

8) Sanksi administrasi; 

 

9) Tanggal mulai berlakunya pajak. 

2.1.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan 

bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralqtan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 
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termasuk alat-alat besar yang bergerak. 

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah 

satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak 

dapat berfungsi bila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek pajak 

kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Sementara itu, kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 13 UU Pajak Daerah 

adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotoryang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Walaupun 

ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD 

masih memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor. Adapun 

kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 

a. Kereta api 

 

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara. 

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah 

dan objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah. Pengecualian 
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sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat bertambah 

berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah. 

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor berarti tidak bolehdikenakan 

pajak. Jika pengecualian itu dilanggar, pejabar pajak telah melakukan 

pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak. 

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 

(dua) unsur pokok : 

1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 

 

2) bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan 

dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan 

Bermotor. 

2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan 

di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta 

kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) 

huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas 

suatu Kendaraan Bermotor. 

4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 

(3),ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama 

bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. 

5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 
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6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau 

seluruh faktor-faktor ; 

1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga 

yang sama; 

2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 

3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama; 

4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor 

yang sama; 

5. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 

 

6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan 

 

7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB) 

7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam 

koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan 

pengertian sebagai berikut : 

a). koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor 

tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan 

b). koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 

bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. 
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8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan factor-

faktor : 

a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda 

dan berat kendaraan bermotor; 

b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yangdibedakan menurut 

solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar 

lainnya.  

c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan 

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) taka tau 

4 (empat) tak, dan isi silinder. 

9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu 

tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Keuangan. 

10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun. 

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi 

ditetapkan sebagai berikut: 

1) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua 

persen); 

 

2) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 

2,5% (dua koma lima persen); 
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3) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga 

persen); 

 

4) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga 

koma lima persen); 

5) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat  

persen) 

6) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% 

(empat koma lima persen) 

7) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima 

persen); 

8) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% 

(lima koma lima persen); 

9) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% 

(enam persen); 

10) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% 

(enam koma lima persen); 

11) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh 

persen); 

12) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% 

(tujuh koma lima persen); 

13) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% 

(delapan persen); 

14) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% 

(delapan koma lima persen);untuk kepemilikan kendaraan 
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bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen); 

15) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% 

(Sembilan koma lima persen); 

16) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% 

(sepuluh persen) 

2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua 

persen) 

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk : 

1) TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan 

sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) 

2) angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, 

sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen); 

3) sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol 

koma lima nol persen) 

4). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen). 

 

2.2.3 EFEKTIVITAS 

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas 

menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. 

Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
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Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas 

adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana 

apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) 

menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan 

yang hendak di capai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. 

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak 

dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar 

semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi 

penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, 

memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan. 

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur 

efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu 

perbandingan antara realisasi restribusi daerah dengan target restribusi daerah. 

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci bedasarkan kriteria 

kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman 

penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

 

 

Sumber :Mahmudi (2011 : 111) 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa 

penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam 

mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Kinerja Keterangan 

> 100% Efektif 

85 s.d. 99% Cukup Efektif 

65 s.d 84% Kurang Efektif 

< 65% Tidak Efektif 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

NO Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Leli Ardiani 

(2016) 

IMPLEMENTASI 

LAYANAN 

INOVASI SAMSAT 

KELILING DALAM 

UPAYA 

MENINGKATKAN 

PELAYANAN 

PEMBAYARAN 

PAJAK 

KENDARAAN 

BERMOTOR (Studi 

Pada Kantor Bersama 

SAMSAT Kabupaten 

Tulungagung) 

IMPLEMENTASI 

LAYANAN 

INOVASI 

SAMSAT 

KELILING 

Pelayanan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor melalui 

layanan inovasi SAMSAT 

Keliling merupakan 

peningkatan pelayanan dalam 

upaya pemberian kemudahan 

kepada Wajib Pajak. Terdapat 

beberapa kemudahan dalam 

layanan inovasi SAMSAT 

Keliling. Kemudahan tersebut 

yakni, penyederhanaan 

persyaratan pelayanan, 

penyederhanaan prosedur 

pelayanan serta peningkatan 

waktu pelayanan. Mayoritas 

Wajib Pajak merasa puas 

akan adanya layanan inovasi 

SAMSAT Keliling, karena 

layanan inovasi SAMSAT 

Keliling dianggap sangat 

membantu dan memudahkan 

Wajib Pajak. 

2 Prayoga 

Bestari 

(2016) 

MOBIL PAJAK 

KELILING SEBAGAI 

SOLUSI 

SOSIALISASI DAN 

UPAYA 

PENINGKATAN 

EFEKTIVITAS 

PEMUNGUTAN 

PAJAK (Aplikasi 

Konsep Good 

Governance dalam 

Sistem Pemerintahan 

Daerah) 

MOBIL PAJAK 

KELILING 

SEBAGAI 

SOLUSI 

SOSIALISASI 

DAN UPAYA 

PENINGKATAN  

Pelaksanaan program layanan 

mobil pajak keliling harus 

memberikan terobosan baru 

agar program pelayanan 

mobil pajak keliling dapat 

berjalan efektif dan efisien, 

artinya biaya pemungutan 

pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. Selain 

itu sistem pemungutan pajak 

harus sederhana, artinya 

sistem pemungutan pajak 

yang sederhana akan 

memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Sosialiasi pelayanan mobil 

pajak keliling harus mampu 

memberikan sasaran tentang 

layanan informasi dan 
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komunikasi, tentang 

perpajakan kepada 

masyarakat sehingga 

efektifitas pemungutan pajak 

dapat meningkat. Ukuran 

keberhasilan pencapaian 

tujuan program layanan mobil 

pajak keliling tersebut yang 

terletak kepada seberapa jauh 

pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi yang bersifat 

operasional, aktual, realistis 

dan layak dicapai khususunya 

Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Barat. Solusi 

untuk meningkatkan 

pelayanan dan sosialisasi 

dengan menggunakan layanan 

mobil pajak keliling adalah 

adanaya layanan mobil pajak 

keliling yang terpadu atau 

satu pintu yang dapat 

memberikan jenis pelayanan 

seperti Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), 

konsultasi pajak, Infromasi- 

informasi baru tentang 

peraturan dan program- 

program yang akan 

dilaksanakan. Adanya layanan 

pajak terpadu tersebut 

diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas 

pemungutan pajak sehingga 

dapat meningkatkan jumlah 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Provinsi Jawa Barat, 

sehingga Jawa Barat dapat 

dijadikan sebagai Provinsi 

pilot project untuk 

pengembangan program- 

program komunikasi, 

informasi, media massa dan 

pemanfaatan teknologi 

informasi yang modern. 
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3 Desak 

Widhiatuti 

(2016) 

Efektivitas 

Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Di Kantor Bersama 

Samsat Polewali 

Mandar 

Pemungutan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan 

efektivitas pemungutan pajak 

kendaraan bermotor di Kantor 

Bersama Samsat Polewali 

Mandar Provinsi Sulawesi 

Barat sudah efektif dalam 

pemungutan pajak kendaraan 

bermotor . Walaupun, masih 

banyak kendala yang dihadapi 

yaitu masih kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak tepat waktu 

yang mengakibatkan 

banyaknya wajib pajak yang 

menunggak. Namun, dalam 

proses prosedur pembayaran 

pajak sudah bagus karena 

tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam pengurusan 

pembayaran pajak kendaraan 

Bermotor 

 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

SAMSAT merupakan institusi Pemerintahan Daerah dalam proses 

penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah salah satunya berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri 

dari pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 

pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan 

yang cukup besar bagi pemerintahan daerah, di karenakan pertambahan penduduk 

setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat 

terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda 

empat maupun roda dua. 
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Dalam melihat efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 

Samsat Medan Selatan dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi 

penerimaannya, dengan demikian dapat dilihat apakah samsat mampu memberikan 

sumbangan atau kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PKB tersebut. 

Penelitian terkait tentang penerimaan pajak ini juga telah dilakukan sebelumnya 

oleh Hafsah (2017(, Ikhsan (2018) dan Novien (2019) dimana dalam penelitian ini 

dianalisis pendapatan dan penerimaan pajak. 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

Efektivitas 

Realisasi Target 

UPT Samsat Medan Selatan 

Penerimaan PKB 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data dengan fakta yang diterima 

dari penelitian, serta menghubungkan dengan fenomena yang terjadi sehingga 

memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta 

membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2013 : 11) “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. 

 

3.2 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional variabel di gunakan untuk melihat sejauh mana 

variasi variasi pada satu atau lebih factor lain yang berdasarkan keeratan hubungan 

dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adapun definisi 

operasional ini adalah sebagai berikut : 

 3.2.1 Efektivitas 

 

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas 

adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana 

apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) 

menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan 
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yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. 

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak 

dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar 

semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi 

penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, 

memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan. 

3.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan 

bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 

motor atau peralqtan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat besar yang bergerak  

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian adalah BPPRD UPT Samsat Medan Selatan 

yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Km 5,5 Kec Medan Amplas 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai dengan Mei 2021. Adapun 

jadwal penelitian adalah sebagai berikut : 
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Tabel III.1 Waktu Penelitian 

 
NO 

 
Kegiatan 

Penelitian 

BULAN 

Mei Juni Juli Agustus Septemb 

2021 2021 2021 2021 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 
judul 

                    

2 
Pembuatan 
proposal 

                    

3 
Bimbingan 
proposal 

                    

4 
Seminar 
proposal 

                    

5 
Pengumpulan 
data 

                    

6 
Bimbingan 

skripsi 

                    

7 
Sidang meja 
hijau 

                    

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 

a. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif yaitu 

data berupa angka yang dapat diukur dengan perhitungan maupun 

statistik. Data tersebut berupa anggaran target dan SAMSAT Medan 

selatan. 

b. Data Kuantitatif yang diperoleh berupa data-data perusahaan seperti 

stuktur perusahaan  dan sejarah Perusahaan. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data 

tersebut telah disediakan telah diolah oleh pihak perusahaan yang berupa 

data laporan keuangan yang diperoleh dari SAMSAT Medan selatan. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Teknik 

Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, melihat dan mempelajari hal-hal 

yang berupa catatan maupun dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian yaitu laporan keuangan. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa masalah objek penelitian 

yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, 

metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan 

aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian. 

Adapun tahap analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data 

yang di perlukan berupa dokumentasi. 

2. Menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat 

Medan Selatan. 

3. Menarik kesimpulan dari analisis yang telah disimpulkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu 

sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas 

Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya 

SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, 

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: 

KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara 

Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisisan dan Aparat 

Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

serta peningkatan pendapatan daeeah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan 

bermotor. 

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi 

Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 

6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah 

Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba 
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Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, 

pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada Surat 

Keputusan Bersama Kepala Kepolisisan Republik Indonesia, Direktur Jenderal 

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja 

(Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 

tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu 

Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor 

Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada 

tanggal 15 Juni.Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni 

Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 

3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 

POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau 

melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.  

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga 

instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai 

fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, 
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Dinas Pendapatan Provinsi dibidang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKN), dan PT. 

Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan 

bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor 

Bersama SAMSAT. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tariff 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, 

dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan 

tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan 

Pemerintah. 

4.1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. 
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Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah 

sebagai berikut : 

Efektifitas : =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung tingkat efektifitas anggaran per tahun 

sebagai berikut; 

Efektifitas Tahun 2017  =  
230,943,225

210,464,80
 𝑥 100% 

    = 109.73% 

Efektifitas Tahun 2018 =  
232,198,416

220,357,036
 𝑥 100% 

     = 105.37% 

Efektifitas Tahun 2019 =  
210.430.323

220,357,036
 𝑥 100% 

     = 95.50% 

Efektifitas Tahun 2020 =  
200.410.200

220.357.036
 𝑥 100% 

     = 90.95% 
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 Untuk melihat hasil perhitungan di atas secara keseluruhan 

dijelaskan dalam tabel berikut ini :  

 

 

Tabel 4.1 

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

SAMSAT Medan Selatan (dalam ribuan) 

 

TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN 

2017 210,464,807 230,943,225 109.73% 

2018 220,357,036 232,198,416 105.37% 

2019 220,357,036 210.430.323 95.50% 

2020 220.357.036 200.410.200 90.95% 

    Sumber : SAMSAT Medan Selatan (data diolah) 

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2017 

target penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 210.464.807 dan 

menghasilkan realisasi sebesar 230.943.225 atau dengan tingkat capaian 109,73%. 

Pada tahun 2018 target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 

232.198.416 atau dengan tingkat capaian 105,37%, kemudian pada tahun 2019 

target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 210.430.323 atau dengan 

tingkat capaian 95,50% atau turun dari tahun sebelumnya, kemudian Pada tahun 

2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 230.357.036 dan menghasilkan realisasi sebesar 200.410.200 atau 
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dengan tingkat capaian 90,95% atau turun dari tahun sebelumnya. Dari data 

perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dibandingkan 

dengan angka pertumbuhan pertambahan jumlah kendaraan sepeda motor. 

Adapun pertumbuhan sepeda motor yang terdata pada SAMSAT Medan 

Selatan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Pertumbuhan Sepeda Motor di Kota  

Medan (SAMSAT Medan Selatan) 

 

Tahun Jumlah Sepeda Motor 

2017 25.828 

2018 25.123 

2019 40.589 

2020 41.613 

Sumber : BPS Sumut (2021) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan sepeda motor dari tahun ke 

tahun di Kota Medan berfluktuasi , pada tahun 2018 mengalami penurunan 

pertumbuhan dari 25.828 menjadi 25.123, kemudian pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan yang signifikan menjadi 40.589 dan kemudian meningkat lagi di tahun 

2020 menjadi 41.613, hal ini menandakan bawasannya peluang penerimaan pajak 

kendaraan bermotor melalui kendaraan sepeda motor sangat besar. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Realisasi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

pada Kantor SAMSAT Medan Selatan 

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan 

Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 
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2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 

31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda 

Kota Medan No 3 Tahun 2011. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan 

indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan. 

Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Kota Medan apat dilihat dari tingkat efektivitas. Tingkat persentase terhadap 

efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014, 

tahun 2016 dan tahun 2017 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 

690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurang nya kesadaran 

masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam 

membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh 

SAMSAT Medan Selatan. Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh 

sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan 

Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff 

SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun 

organisasinya. 

Dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak diperlukan tabel 

indikator umntuk memberikan simpulan atas data yang akan di analisis, adapun 

tabel penilaian efektifitas di jelaskan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

 

Nilai Kinerja Keterangan 

> 100% Efektif 

85 s.d. 99% Cukup Efektif 

65 s.d 84% Kurang Efektif 

< 65% Tidak Efektif 

Sumber : Mahmudi (2011 : 111) 

 

Berdasarkan angka perbandingan perhitungan efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor dengan angka pertumbuhan kendaraan sepeda motor dapat 

dilihat berikut ini; 

Pada SAMSAT Medan Selatan tingkat efektifitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di tahun 2017 adalah sebesar 109,73% hal ini berdasarkan table 

klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulakan efektif , kemudian pada tahun 

2018 tingkat efektifitas peneimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 

105,37%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat 

disimpulakan efektif, kemudian pada tahun 2019 tingkat efektifitas penerimaan 

pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 95,50%, hal ini berdasarkan tabel 

klasifikasi pengukuran efektifitas dapat disimpulakan cukup efektif dan pada tahun 

2019 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 

95,50%, hal ini berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektifitas dapat 

disimpulakan cukup efektif dan pada tahun 2020 tingkat efektifitas peneimaan 

pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 90,95%, hal ini dinilai cukup efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor guna Meningkatakan Pendapata Asli Daerah pada SAMSAT 

Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT 

Medan Selatan telah mencapai target penerimaan pada tahun 2017 dan 2018, 

sedangkan di tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target namun dalam 

kriteria yang cukup efektif. 

2. Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib 

pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan 

memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu. 

3. Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT 

Medan Selatan adalah dalam kategori cukup efektif.  

5.2  SARAN 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang 

telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:  
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1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang 

pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Agar wajib pajak memenuhi 

dan melakukkan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya dan segera 

melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi 

dimilikinya. 

2.    Pemerintah Daerah Sumatera Utara Harus memperhatikan penerimaan pajak 

kendaran bemotor agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang 

memberikan kontribusi tinggi. 
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